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SINOPSIS
ETIKA PEMBERITAAN POLITIK DALAM MEDIA MASSA
TINJAUAN ETIKA ISLAM
(Studi Analisis Berita Pergantian Kepemimpinan Nasional
Bulan September-Oktober 2004 di Media Cetak Nasional)

A. Pendahuluan

Perkembangan masyarakat tak lepas dari peran pamayelnformasi.
Masa sekarang pun disebut sebagai era informasikaleena begitu banyaknya
arus informasi yang memberondong ke masyarakaaligak kepentingan besar
masyarakat untuk mendapatkannya. Penyebaran iasorimi tidak lepas dari
peran pers, jurnalis dan media massa. Dari berla&gaitas pers dan jurnalistik,
dirumuskan 4 fungsi dan tanggungjawab pers, yakiorinasi, edukasi,
intertainment dan kontrol sosial. Dalam perspektiblitik, kontrol sosial
dimaksudkan adalah untuk mengawasi perilaku safal politik masyarakat
terutama pihak kekuasaawgcth dog, Transparansi akuntabilitas publik bagi
para pejabat dan media bagi pendapat rakyat. liabssga Pers termasuk salah
satu dari 4 pilar demokragihe fourth estafe eksekutif, legislatif, yudikatif dan
pers (Muhtadi, 1999:48).

Gambaran di atas menunjukkan citra ideal persyuysébagai bagian
upaya membangun masyarakat kewargaeinil (societymasyarakat madani)
melalui konsep ruang publilp@blic spherg di mana ruang bagi semua individu
warga negara bisa melibatkan diri dalam berbagskudsus tentang berbagai
masalah bersama dalam kerangka pencapaian konsremusra mereka sendiri
maupun untuk mengontrol negara dan pasar. Olem&aite pers senantiasa
dituntut untuk bertindak independen dan obyeki#fng ini ditunjukkan melalui
kode etik jurnalistik (Sudibyo, 1999:6).

Dalam perkembangan pers dan media massa di Indgneslama

kekuasaan Orde Baru fungsi dan perannya meng&atarbelengguan oleh



represi negara. Baru setelah era reformasi pers®nésla mendapatkan
kemerdekaannya untuk dapat memungkinkan dirinyajaderpublic sphere
tersebut. Namun setelah kebebasannya ini, kitamsering mendengar keluhan
dari publik tentang media massa yang bertindakktiddyektif, sepihak,
mengingkaricover both sidemenimbulkan bias, dan sebagainya sebagai mana
yang ditetapkan dalam kode etika jurnalistik (Dhar@003: iii). Proses dari
sebuah peristiwva menjadi berita tidak terjadi heggja, melainkan melewati
konstruksi dan interpretasi. Berita bukanlah pevesitu sendiri, melainkan upaya
rekonstruksi kerangka inti dari peristiwa yang disskan dengan kerangka acuan
agar peristiwa itu memiliki arti penting bagi perha(Eriyanto,2002:2).

Pers memang harus diberi keleluasaan dan kebeblatam mencari dan
menyiarkan informasi ke masyarakat. Namun demildars tidak lantas bebas
sebebas-bebasnya, melainkan terikat dengan etdfaspryang melingkupinya,
yakni etika jurnalistik. Etika jurnalistik ini mgadi standar moral dan etis bagi
wartawan dan praktisi pers yang harus diperhatdam ditaati. Demikian pula,
citra ideal yang selama ini telah terbangun danekalpada para aktivis pers
mestinya menjadi rambu-rambu atas orientasi damatuyyang hendak mereka
capai melalui kegiatan-kegiatan persnya. Media masdak sekedar berisi
informasi dan entertainment saja, tetapi juga esiutkan kontrol sosial.

Harus diakui, selama ini media massa juga telalakakan fungsi-
fungsinya tersebut, namun nampaknya banyak mediasangyang belum
melakukannya secara proporsional. Terutama bahws sEndiri juga sebagai
agen perubahan sosial dan pilar keempat demokeaaitbtidak sekedar menjadi
media kosong yang dapat diisi oleh siapa sajeefigrihanya pada yang memiliki
kekuasaan kapital dan politis), melainkan memibkoritas dan otonomi untuk
menentukan dan bertindak sesuai cita ideal dagsfopa, terutama dalam
memenuhi tanggungjawab sosialnya. Dalam hal inierpg@takan kepada
kepentingan masyarakat yang lebih besar selaragadenilai-nilai kebenaran,
keadilan dan kemanusiaan yang universal. Optiasili®ingsi dan peran media
massa dalam masyarakat demokratis menuntut dipgtubtika jurnalistik yang

melingkupi tanggungjawabnyAbrar, 2001:18).



Dalam masyarakat Indonesia, di mana nilai-nilainaganasih dipandang
memiliki peranan penting dalam acuan perilaku raesgat, maka pemberitaan di
media massa pun semestinya mempertimbangkan ndait@rsebut, di samping
norma-norma sosial yang terbentuk dari adat budagapun tata perundangan
yang berlaku. Nilai-nilai agama, khususnya nildandalam ajaran Islam sebagai
agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonegastikan berpengaruh baik
langsung maupun tidak langsung dalam perilaku gdars etika pemberitaan di
media massa. Oleh karenanya komitmen terhadap giémberitaan dan
jurnalistik ini dengan sendirinya tidak sekedartti@n profesi, melainkan juga
pengamalan ajaran Islam.

Terlebih dalam pemberitaan politik, media berpesabagai transmitter
pesan-pesan politik dari luar dirinya, sekaligusgoe politik wartawan kepada
khalayak (Hamad2004:1). Oleh karena itu berbagai kajian dan kriéikhadap
pemberitaan di media massa menjadi penting untukunjekkan alternatif
pembacaan media massa sehingga publik dapat meatcepemberitaan-
pemberitaan di media massa secara aktif dan ce(Haganto, 2002:7).
Masyarakat yang melek bachtdrate society akan dapat melakukan seleksi,
kritis dan pembacaan informasi di media massa aéehih baik sehingga mampu
menerapkannya dalam penentuan sikap sosial datikpgéi secara bijaksana
(Sudibyo, 2001:7). Pemberitaan peristiva politik yang alisan sumber
artikulasi politik bagi masyarakat, sehingga maakat dapat berperan serta
dalam proses berpolitik secara maksimal.

Dalam hal ini pemberitaan politik difokuskan padaita-berita tentang
pergantian kepemimpinan nasional, yakni masa iparappemerintahan Presiden
Megawati kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyaua oulan September
dan Oktober 2004. Peristiwa pergantian kepemimpmasional ini merupakan
peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indongsai untuk pertama kalinya
bangsa Indonesia melakukan pemilihan presiden dakil vpresiden secara
langsung. Oleh karena pentingnya peristiwa penmmlipgesiden (Pilpres) secara
langsung ini bagi masa depan bangsa dan perkembalegaokrasi Indonesia,

semua media massa menaruh perhatian besar tenhedstpva ini.



Permasalahan dan M etode Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan gigaberitaan politik
tentang pergantian kepemimpinan nasional dan maimgiet tinjauan etika Islam
terhadap etika pemberitaan politik tentang pergankepemimpinan nasional
dalam media massa cetak nasional yaitu Harian KemRaepublika, Jawa Pos
dan Media Indonesia pada bulan September dan ekail®4.

Fokus penelitian ini adalah persoalan etika pertdseri pada bulan
September dan Oktober 2004 yang merupakan butankréis dalam pergantian
kepemimpinan nasional. Dalam bulan September datob®k 2004 tersebut
terdapat masa kampanye, hari pelaksanaan pemilupdaatapan hasil serta
pelantikan presiden terpilih. Dasar pemikiran pdman madia massa yang
menjadi obyek penelitian juga difokuskan pada medi@gan yang penyebarannya
bersifat nasional, dipandang memiliki pengaruhgydesar dalam masyarakat
pembaca, dan tingkat survival yang tinggi. Dalanh iha media massa yang
dipandang tepat adalah Harian Kompas, Republikaja JRos dan Media
Indonesia. Selain itu, pemilihan media cetak imdgudidasarkan pada asumsi
perbedaan karakteristik dari keempat media tersétarian Kompas dipandang
cukup mewakili kelompok media yang berhaluan nadisnRepublika mewakili
koran Islam moderat, Jawa Pos yang mengakui idenglagdalah ideologi pasar,
dan Media Indonesia yang dipandang mewakili reptase pemiliknya yaitu
Suryo Paloh yang adalah petinggi di Partai Golkar.

Bahan-bahan yang akan dipergunakan dalam penehiiakan diperoleh
dan dikumpulkan melalui metode dokumentasi darary research Sumber
primer dalam penelitian ini berupa dokumentasit&dyerita tentang pergantian
kepemimpinan nasional, yaitu peralihan kekuasanRtasiden Megawati kepada
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Séetedan Oktober 2004
termasuk di dalamnya pemberitaan tentang kampakesmdidat, pendukung
partai, pemilu, penetapan hasil pemilu dan Pelantfiresiden dan wakil presiden
yang dimuat di Harian Kompas, Republika, Jawad@wsMedia Indonesia

Metode analisis dalam penelitian ini mencakup riésj&erangka analisis.

Pertama, analisis teks media melalui metodeigisdlVacana KritisCritical



Discourse Analisys CDA) dengan menggunakan analisis Norman Fairtipug
yang membagi analisisnya dalam tiga dimeneks, discourse practicedan
sociocultural practice(Eriyanto, 2001 : 286) Kedua, penelitian filsajatitu
melakukan eksplisitasi tentang hakikat realitasgyada dalam kehidupan manusia
melalui kegiatan yang reflektif atau mencari pemadra dalam kegiatan perenungan
rasional dengan camaventifdan bersifaheuristis (Bakker, 1992 : 17) Kerangka
analisis ini dipergunakan untuk melakukan refleitsrhadap hasil analisis
sebelumnya dengan hampiran interpretdserrieneutls untuk menafsirkan
hubungan antara aktivitas pemberitaan politik dameks sosial politik dewasa ini
dengan pemikiran etika Islam.

Cara pandang kritis memungkinkan untuk melihamiperitaan sebagai
suatu perilaku media massa yang kongkrit sehinggaestinya dapat dikenai
penilaian moral atau etika. Perilaku media cetalard pemberitaannya bisa
bernilai baik dan buruk berdasarkan standar noriiea eyang melingkupi
perikehidupan media cetak. Untuk operasionalisasagigma kritis ini, maka
dilakukan suatu analisis melalui teknik analisisi i(content analysisyang
dikembangkan dalam analisis wacad#g¢ourse analys)s Analisis wacana ini
mempergunakan analisis wacana dengan pendekatenrkéalalui metode yang
disusun oleh Norman Fairlough. Tentu saja meto@disas dari Fairlough tidak
dipergunakan apa adanya, melainkan dikembangkamaiségngan kebutuhan
analisis penelitian ini, yaitu melihat etika pemtzam mengenai pergantian
kepemimpinan nasional. Pada dasarnya analisislo&gir bermaksud menjawab
bagaimana hubungan teks yang mikro dengan kontelsyarakat yang makro,
dalam hal ini ia melihat bahasa sebagai praktikugskan, untuk itu ia membagi
analisisnya dalam tiga dimensi, yaitu ks b) discourse practicedan c)
sociocultural practice(Eriyanto, 2003 : 285-286) (Hamad, 2004 : 35)

Penelitian ini menggunakan metode Fairclough yasgsdaikan dengan
maksud penelitian ini. Metode Fairclough dalam figae ini diberlakukan
dengan tidak konsisten tetapi dengan penyesuaigyepgaian dengan
pertimbangan bahwa discourse analysi§DA) atau analisis wacana pada

umumnya ditujukan untuk membongkar wacana yangndila oleh teks dengan



pendekatan tertentu, salah satunya adalah pemdekaitis dalamcritical
discourse analysis(CDA). Sementara penelitian ini tidak difokuskaadp
pembongkaran wacana dari produksi teks, melainkatihat teks sebagai
manisfestasi perilaku media yang cukup relevan ndikgenilaian moral atau
etika. Namun demikian kerangka Fairclough yangpuélanalisis mikro (teks),
analisis intermedia (tindakan pelaku media), daalisis makro (sosiokultural)
tetap akan dipergunakan.

Pada penelitian ini, level analisis mikro akan nieigteks dengan
menggunakan standanedia performance yang dikemukakan oleh McQuail
(1992 : 96), yaitu pada dimensi faktualitas dapanmsialitas. Dimensi faktualitas
meliputi kebenaranfdctualness, accuracy, completeness, informatiggnesn
relevansi formative theory, jurnalistic, audience, real wqgrldSedangkan
dimensi imparsialitas akan melipdtalance criteria(equal proportional access,
even handed evaluatipndan neutral presentation(non-evaluate dan non-
sensationgl Dari dimensi-dimensi tersebut akan dianalisisgde teknikcontent
analysisuntuk mendapatkan data kuantitaif presentase masasing dimensi,
sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan infemahgk pijakan melakukan
analisis di tahap berikutnya. Untuk kegiatan paalaap ini pengolahan data

dibantu dengan menggunakan SPStatfstical Package for the Social Scierces

Tabel : Kerangka Kerja Analisis Pendlitian Etika Pemberitaan

Level Tingkatan Metode
Analisis mikro Teks “Dimensi” teks pemberitaan
Analisis meso / intermedig Discourse practice Dialog dengan teks “perilaku tersirat”
Analisis makro Sosiocultural practice Penelusuran pustaka tentang sistem
etika

Dari keempat media cetak tersebut obyek analistekagskan pada
pemberitaan yang dimuat selama bulan SeptembelO#&rber 2004, di mana
pada bulan-bulan tersebut merupakan waktu “kritiddlam pergantian
kepemimpinan nasional. Dalam dua bulan itu, presdéitik nasional yang sangat

menentukan masa depan bangsa Indonesia dilakakapan-tahapannya, yang



meliputi kampanye tahap Il, pemilihan presiden daeakil presiden tahap II,

penetapan dan pengumuman hasil pemilihan, dan tp@anpresiden terpilih.

Jumlah keseluruhan teks pemberitaan yang diamaleii keempat media cetak

tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel : Jumlah Berita di Media Cetak yang Dianalisis

Edis bulan & tahun Kompas Republika Media Jawa Pos
Indonesia
September 2004 144 46 102 104
Oktober 2004 102 56 74 135
Total 246 102 176 239

Media cetak nasional ini mengangkat pemberitaantaepilpres langsung

yang meliputi tema-tema yang pada umumnya sesuagate tahapan dalam

pemilihan langsung tahap Il pada bulan September @e&tober 2004, seperti

terlihat dalam tabel berikut :

Tabe : Tema-tema Pemberitaan Seputar Pilpres 2004
Tema Berita Kompas Republika Media Jawa Pos
(Jawaban dapat lebih Indonesia
dari satu) @ % @ % @ % @ %

Kandidat 43 17.5 21 20.4 53 30 48 20
Partai Politik 21 8.5 7 6.8 19 10.8 43 1719
Kampanye 37 15 16 15.71 8 4.5 17 5
Pemilihan Umum 34 13.8 10 9.8 3.5 24
Kemenangan SBY-JK 53 21.%5 19 18|6 4 27.8 26 10.8
Serahterima 21 8.5 7 6.8 12 6.8 17 7.1
Kekuasaan/pelantikan
Kabinet SBY-JK 20 17 16.4 21 11.9 45 18.8
Seratus Hari 16 6.5 8 7.8 9 5.1 10 4.1
Pemerintahan SBY-JK
Lain-lain 17 6.9 8 7.8 7 3.9 25 10.4

B. Akhlak dan Etika lslam tentang Pemberitaan
Persoalan etika sangat erat berhubungan dengaraabahkan seringkali
perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-harindi& oleh motivasi agama.

Orang sering menghubungkan suatu keputusan untukkokan atau tidak



melakukan suatu perbuatan didasari keyakinan balpedbuatan tersebut

diperintahkan atau dilarang oleh agama. Tentu &maasan perbuatan dan
tingkah laku manusia itu tidak hanya dilandasi dtebentuan-ketentuan dalam

agama saja, tetapi landasan-landasan berperilakbhisa berasal dari banyak

sumber seperti pemikiran filsafat dan adat-istBdebuatan manusia yang sesuai
dengan perintah Tuhan atau agama dipandang seberpaiatan yang baik dan

dikatakan beretika, bermoral atau berakhlak, sgidan perbuatan yang

melanggar larangan-larangan dalam agama akan idseileagai perbuatan yang

buruk dan disebut tidak beretikanmoral atau akhlak yang buruk. Agama
memberi tuntunan bagi manusia menjalani kehidupandalam bentuk acuan

tingkah laku dan perbuatan.

Dalam pandangan lIslam, etika merujuk pada istdithlak dengan
pengertian keyakinan etikal yang harus dipenuhialegks pelaksanaan dari
keyakinannya tersebut. Bahkan etika dalam kajema filosof muslim menjadi
bagian dari tema keimanan, yakni akhlak menjadivpgrdan dari keimanan itu.
(Subhi, 2001 : 30) Etika pada umumnya didasarigdenpertimbangan akal
pikiran, kerangka filsafat tertentu, moralitas ad@at kebiasaan suatu masyarakat
tertentu. Namun akhlak sebagai etika dalam Islamgdsan nilai baik dan buruk
didasarkan pada sumber-sumber utama ajaran Islaon AgQur'an dan As-
Sunnah. Posisi Al-Quran dan As-Sunnah dalam pearkietika Islam atau
akhlak memang menduduki sumber utama, tetapi dslean juga terbuka
kepada sumber-sumber yang lain seperti rasio dtafat dan adat masyarakat.
Hal ini karena ada beberapa aturan etika yang srkdalam wilayah rasional
seperti akhlak dalam kehidupan sosial dan sebagaif§yukur, 2002, 184)

Satu hal lagi yang khas tentang etika Islam adpkrhatian etika Islam
bertolak dari kondisi kejiwaan manusia. Dalam get@mbahasan etika Islam
atau akhlak ini para etikawan Islam selalu menbl@annya bertolak dari
kondisi jiwa atau keadaan yang tertanam dalam jiwéenurut Ibn Miskawaih
(932-1030), Khuluqg (akhlak) adalah keadaan jiwa yang mendorong (mekyaj
untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa dipiér dipertimbangkan lebih
dahulu”.(Miskawaih, 1994 : 56) Demikian juga ngadiutarakan oleh  Al-



Ghazali (1058-1111), Khuluk (akhlak) adalah sifat atau bentuk atau keadaan
yang tertanam dalam jiwa, yang dari padanya labrbyatan-perbuatan dengan
mudah dan gampang, tanpa perlu dipikirkan dan tiipeangkan lagi." (Ghazali,
tt. : 52)

Pada dasarnya etika menyoroti perilaku atau pg¢abumanusia dan
memberi penilaian atas perbuatan itu sebagai laetralk atau buruk. Secara etis
makna “baik” mengarah pada sesuatu yang disetajjiiran, keunggulan,
kebaikan, kekaguman dan keselarasan. Hal-hal tdrséimaksudkan untuk
menyampaikan sesuatu yang disukai, menguntungkamgt, jujur dan terpuji.
Sebaliknya, istilah “buruk” secara moral dipandangndah, rusak,
ketidakbaikan, dan tidak dapat diterima. (Angel&81 : 86, 111) Nilai baik dan
buruk ini pada dataran etika bersifat universalapie dalam praktisnya dapat
berbeda-beda. (Bertens, 1993 : 150)

Sebagaimana konsep-konsep etika Islam yang yamgebbean dalam al-
Quran dan sunnah yang diterima anut oleh umatmisiBiantaranya adalah
konsep “baik” dalam istilama’ruf, salih, birr, khair, hasan, thayyitldanhalal.
Sedangkan konsep “buruk” ada pada istimbnkar, fasad, sharr, saw/su’,
fahsya'/fahisyadan sebagainya. Semua istilah-istilah dalam ala@uwang dikaji
oleh lzitsu (1993) ini memiliki nuansa pengertigang sangat kaya, baik
hubungan dengan Tuhan maupun dengan masyarakalt sosi

Suatu perbuatan dipandang baik tidak saja karesrailiki tujuan yang
baik, tetapi juga harus dilakukan dengan cara \aaig pula. Hal ini senada
dengan pandangan Plato, filsuf Yunani kuno, bahveduskeutamaan yang benar
bukan hanya perbuatannya yang benar, karena parbyaing benar kadang
muncul dari dasar yang batil, tetapi keutamaan yserar adalah perbuatan baik
yang timbul dari pengetahuan yang benar dan matiigybenar. (Amin, 1991.:
209) Tentang keutamaan ini Aristotles, murid Platanengungkapkan teori
moderasi The Golden Megn yakni tiap-tiap keutamaan berada di tengah-tenga
dua keburukan, yaitu keburukan kekurangan dan k&hor kelebihan. (Amin,
1991: 111) Pemikiran Aristotles ini banyak berpmmd terhadap para etikawan

dan filosof muslim, di antaranya adalah Ilbn Misk#w Menurutnya, setiap



keutamaan berada di tengah 2 eketrim yang tedielaa ujungnya. Keutamaan

itu terletak pada “jalan tengah’al{Wasatl) yang diartikan keseimbangan,
moderat, harmoni, utama, mulia atau posisi tengatara dua ekstrem
(Miskawaih, 1994 : 44-45Posisi tengah yang dimaksud bukanlah posisi secara
matematis, melainkan relatif yang dipahami secanam sebagai antara 2 sisi
yang dinamis. (Suwito, 2004 : 95)

Tabd : Jalan Tengah dan 2 Ekstrimnya

Ekstrim kekurangan (al- Posisi Tengah (al- | Ekstrim kelebihan (al-
Tafrith) Wasath) Ifrath)
Teraniaya dl-Dzulm) Keadilan al-‘Adalah) Menganiayadl-Indzilm)
Kedunguangl-Baladah Kebijaksanaam(-Hikmah Kelancanganal-Safl)
Pengecutdl-Jubn) Keberaniandl-Saja’ah Nekad @l-Tahawwuj
Dingin hati @l-Khumud Sederhana/menahan diri Rakus él-Syarh
(al-Iffah)

(Suwito, 2004 : 93), (Miskawaih, 1994 : 52)

Media massa sebagai suatu institusi yang hiduprdedasyarakat dengan
sendirinya juga terikat dengan nilai-nilai etikangaberkembang di masyarakat.
Nilai-nilai etika di masyarakat dengan sendirinyaengikat dirinya dalam
melakukan aktivitas-aktivitas pemberitaan, sebagatu bentuk interaksi dirinya
dengan masyarakat. Media massa untuk dapat menaerdokgsinya secara
maksimal membutuhkan kebebasan. Masyarakat desioki@ng hendak
dibangun membutuhkan partisipasi publik yang maékindiantara saluran
partisipasi tersebut adalah adanya media massa lyabgs. Tidak dipungkiri
bahwa dengan kebebasan ini, media massa dapatdinksfjdn baik atau malah
lebih buruk. Namun demikian, peran media massagselaadah artikulasi politik
dan ruang publik bagi masyarakat demokrasi tidgiatdigantikan begitu saja
oleh lembaga-lembaga sosial yang lain. Melalui medassa, masyarakat dapat
melakukan kritik maupun autokritik bagi kemajuamdagna.

Namun kebebasan dalam pandangan Islam dibangurdasas prinsip-
prinsip tertentu. Pertama, hati nurani manusia addmgrgantung kepada Tuhan
semata, yakni kepada siapa manusia harus bertagjgguab. Kedua, setiap

manusia secara pribadi bertanggungjawab atas gartnya dan ia sendiri yang



harus menanggung akibat perbuatannya. Ketiga, Tshdah mendelegasikan
kepada manusia tanggungjawab untuk mengambil kepoteempat, manusia
telah diberi cukup bimbingan spiritual dan kualitasional yang memungkinkan
mengambil pilihan yang baik dan bertanggungjawatinsi-prinsip tersebut
menunjukkan kebebasan yang dituntut oleh etikanisladalah kebebasan yang
bertanggungjawab. (Mulyana, 2001 : 127)

Jika dalam pandangan etika Islam — bagi manusiakdal sikap moral
atau akhlak dibangun dari kondisi jiwkh(lug, maka jiwa bagi media adalah
para pelaku pemberitaan media itu sendiri, yakmnitavean, editor, dan redaktur
sebagapatekeepé€r serta tentu saja pemilik mediaédia ownex Media massa
hanyalah refleksi sikap dan pandangan dari oraagepyang terlibat dalam
proses pemberitaan. Maka etika pemberitaan saaggntung pula pada orientasi
moral para pelakunya dalam mengolah pemberitaaandakewsroom (dapur
redaksi). Dalam pandangan kritis, pgetekeepelyang berada di dapur redaksi
tidak bisa dipisahkan dari nilai dan ideologi yatigakini atau dianut,(Eriyanto,
2003 : 33) terlebih nilai dan ideologi media yatigangun melalui penetapan visi
media.

Demikian juga dengan konsep adil dalam konteks peialan
ditunjukkan yang ditunjukkan dengan istilah-istilsépertirelevance(relevansi),
balancedan cover both sidgseimbang)neutral dan Impartiality (netral dan
tidak memihak), damroportional (proporsional). Pemberitaan di media massa
harus memiliki relevansi dengan kepentingan masydrbaik untuk individu-
individu dan terutama untuk kepentingan umum. Meghassa hadir dalam
masyarakat, oleh karena itu tidak boleh terceratari akar masyarakatnya.
Termasuk di dalamnya menimbang apakah pemberitaanelanggar hak privasi
atau benar-benar signifikan bagi masyarakat. Adlam konteks relevansi ini
adalah menilai seleksi kualitas berites selection (Rahayu, 2006 : 19) yakni

! Gatekeeperatau penjaga gawang adalah istilah yang umum dipaélam kajian
komunikasi untuk menggambarkan fungsi agen yang faglitasi proses informasi dalam
masyarakatGatekeepeini memberikan akses lalu lintas data dan inf@imaari penyampai
pesan ke penerima pesan dalam suatu bidang teamggajrawi segerdarimediate sensory fiéld
(Manca, 1998 : 48)



kegiatan mengukur, menyeleksi dan mengelola maemberitaan agar sesuai
dengan situasi, kepentingan dan tujuan masyarakat.

Selanjutnya konsep etika Islam mengenai kebenagdusidg) yakni
menginformasikan sesuatu sesuai dengan kenyataamgamahkan kepada cara
berfkir yang positif ‘@ql mujib). Indriyanti mengutip Jalaluddin Rakhmat,
mengungkapkan bahwa konsep kebenaran dan kejupiralengan sangat baik
dioperasikan dalam kode etiBigma Delta Chi, the Society of Professional
Journalism yang menyatakanthe duty of journalist is to serve the truth.
(Indriyanti, 2006 : 79) Senada dengan Kovach (20B®) tentang elemen
jurnalisme, kewajiban pertama jurnalisme adalah ap&gbenaran. Konsep
kebenaran-kejujuran ini dalam perspektif media masgliputi fairness, truth,
accuracy konfirmasi darcheck and recheckkonsep-konsep jurnalisme tersebut
mengisyaratkan kewajiban etis pelaku pemberitaatukurbertindak jujur,
menyampaikan kebenaran, tidak melakukan manipmfsimasi, pemutarbalikan
pesan gpinning of wordsdan selalu mencari keakuratan dan valisitas raata®
yang diterima dan disampaikannya. Dalam tradikims konsep ini dikenal
dengan istilaltabayyun

Konsep lainnya dalam etika Islam yang berhubungargan media massa
adalahamar ma’ruf nahi munkamakni diterapkan melalui fungsi kontrol sosial.
Media massa menjadi sarana bagi masyarakat untukngangol
kekuasaan/pemerintah sekaligus mengontrol diri digensehingga terjadi
dinamika dalam masyarakat. Media massa berperamdaiengontrol perilaku
masyarakat dan kekuasaan agar selaras dengamilalamasyarakat sekaligus
membantu mengkonstruksi cara mewujudkan tujuaribgéam proses perubahan
masyarakat dan pendewasaan berfikir, kritik sasiabkan dapat menyadarkan
masyarakat luas untuk mencari solusi dari situassqalan yang ada. (Susanto,
1977 : 7) Kaitannya dengama’ruf danmunkar kritik sosial melalui pemberitaan
di media massa juga harus menimbang situasi mastatamana kritik tersebut
ditujukan sehingga tidak menimbulkan kemudlarataritik sosial tidak boleh
malah menjadi kontraproduktif dengan tujuan kritik sendiri karena dipandang

sebagai tindakan kewunkaran oleh masyarakat.



C. Diskripsi Etika Pemberitaan Pilpres 2004

Analisispada Tingkat Teks

Pelibat wacana dalam pemberitaan ditampilkan sdmasgam dari unsur-
unsur yang mewakili pihak-pihak yang berkepentingiamgan pembentukan
opini publik. Keragaman pelibat wacana ini pentdadam memberi perspektif

yang lebih luas dan beragam tentang tema pemhbegrgakaligus menambah nilai

informasi  bagi

pemberitaan politik pergantian kepemimpinan nagdiatau pemilihan presiden

2004 dalam media massa dapat dilihat dalam tabel-beerikut:

Tabel : Pdibat Wacana Sebagai Sumber Berita

khalayak pembaca. Perbandingan gelitvacana dalam

Sumber Berita Kompas Republika Media | Jawa Pos
(Jawaban Lebih dari satu) Indonesia
Capres-Cawapres 90 42 99 59
(36.6%) (41.2%) (56.3%) (24.7%)
Petinggi Partai 48 21 44 88
(19.5%) (20.6%) (25%) (36.8%)
Pengamat Politik 72 11 18 29
(29.3%) (10.8%) (10.3%) (12.1%)
Aparatur Pemerintah 80 51 48 68
(32.5%) (50%) (27.3%) (28.5%)
Masyarakat Umum 77 30 68 48
(31.3%) (29.4%) (38.6%) (20.1%)
Tabel : Pdibat Wacana-Capres sebagai Fokus Berita
Capres sebagai Fokus Berita Kompas Republika Media | Jawa Pos
Indonesia
SBY-JK 70 35 73 65
(28.5%) (34.3%) (41.5%) (27.2%)
Mega-Hasyim 51 19 47 41
(20.7%) (18.6%) (26.7%) (17.2%)




Tabed : Pdibat Wacana dalam Pemunculan Partai Politik

Partai Politik dalam Berita Kompas Republika Media | Jawa Pos
(Jawaban dapat lebih dari satu) Indonesia
PDI-P 22 6 14 25
(8.9%) (5.9%) (7.9%) (10.4%)
Golkar 16 3 7 18
(6.5%) (2.9%) (3.9%) (7.5%)
PPP 13 2 7 7
(5.3%) (1.9%) (3.9%) (2.9%)
PKB 7 7 7 17
(2.8%) (2.8%) (3.9%) (7.1%)
PAN 1 6 4 6
(0.4%) (5.8%) (2. 3%) (2.5%)
PKS 6 3 8 14
(2.4%) (2.9%) (4.5%) (5.8%)
Partai Demokrat 3 1 1 16
(1.2%) (0.9%) (0.6%) (6.7%)
PBB 5 3 7 1
(2%) (2.9%) (3.9%) (0.4%)
Lain-lain 2 3 3 6
(0.8%) (2.9%) (1.7%) (2.5%)

Tabel Pelibat Wacana dalam Pemunculan Lembaga Negara/ ormas

Lembaga Negara/Or mas Kompas Republika Media | Jawa Pos
(jawaban dapat lebih dari satu) Indonesia
Pemerintah 46 28 31 40
(18.7%) (27.5%) (17.6%) (16.7%)
DPR/MPR 4 10 7 10
(1.6%) (9.8%) (3.9%) (4.2%)
KPU 35 10 8 23
(14.2%) (9.8%) (4.5%) (9.6%)
MA/Mahkamah Konstitusi 7 0 5 1
(2.8%) (0%) (2.85%) (0.4%)
Ormas, LSM, dan lainnya 17 11 8 36
(6.9%) (4.5%) (4.5%) (15.1%)




Berita harus berlandaskan pada fakta dan kebena®mtama tidak ada

bantahan maka pemberitaan itu “dianggap” benar. Waniakta yang
bersinggungan dengan satu pihak secara etikauddak prosesheck-recheck
atau konfirmasi sebagai bentuk keadilan untuk nemkesempatan pihak
tersebut menanggapi suatu fakta tertentu yang mekya dirinya. Proses ini

telah dilakukan opleh media cetak nasional meskguagradasi dari media cetak

yang diteliti, yakni paling tinggi Jawa pos (95%jlanjutkan Media Indonesia

(94.3%), Republika (88.2%) dan Kompas (78.49%).
Tabel : Dimens Faktualitas melalui Konfirmasi

Konfirmas yang Bersangkutan Kompas Republika Media | Jawa Pos
Indonesia
Ya 193 90 166 227
(78.49%) (88.2%) (94.3%) (95%)
Tidak 53 12 10 12
(21.59%) (11.7%) (5.7%) (5%)
Total 246 102 176 239

Dalam hal jenis fakta yang menjadi dasar pemberipeditik, antara fakta
empiris dan sosiologis relatif berimbang. Fakta eis\yang dimaksud adalah
berita tersebut merujuk kepada fakta peristiwagisgemikro) tertentu, sedangkan
fakta sosiologis merujuk pada fakta kondisi sogimo(secara makro) yang
berkembang dalam masyarakat seperti sistem polttema demokrasi, dan
sistem sosial-budaya. Fakta psikologis yang mkrygada aspek psikologis
seperti perasaan senang-sedih, suka-tidak suka,seldagainya yang sangat
memungkinkan munculnya bias dalam pemberitaan. is JEakta ini cukup
penting untuk melihat aspek relevansi pemberitaa@ngdn sosiokultural
masyarakat sehingga memang layak untuk diberitakan.

Dalam media cetak nasional sudah terlihat upayakunmtenampilkan
informasi yang berbasis pada fakta empiris yarapdnya peristiwa aktual,
sekaligus juga fakta sosiologis yang memberi kedafra pemberitaan dari sisi
substansi yang penting bagi masyarakat, sehingg& terjebak pada persoalan

dipermukaan.



Tabel : Dimens Faktualitas Merujuk pada Jenis Fakta

Merujuk pada fakta Kompas Republika Media | Jawa Pos

(Jawaban dapat lebih dari satu) Indonesia

Empiris 159 91 152 231
(64.6%) (89.2%) (86.4%) (96.6%)

Sosiologis 108 24 34 5
(43.9%) (23.5%) (19.3%) (2.1%)

Psikologis 8 5 13 3
(3.3%) (4.9%) (7.4%) (1. 3%)

Demikian juga relevansi dengan sisi jurnalistikhdit dari aspek-aspek
dari fakta-fakta tersebut yang mengandung nilaiitdaersemakin banyak
mengandung nilai berita, semakin baik dan semadievan untuk diberitakan.
Namun jenis nilai berita yang dipilih juga memilikkonsekuensi terhadap
kedalaman informasi pemberitaan. Pilihan aktumlgadah sewajarnya menjadi
pilihan pertama, tetapi pilihan berikutnya menjdsBrbeda, yakni Kompas,
republika dan Media Indonesia  memilih dengan amuyang sama setelah
aktualitas adalah signifikasi, tokoh, dampak baemudian proksimitas dan
human interest.

Jawa Pos setelah Aktualitas lebih memilih tokohpkpmitas baru
kemudian signifikansi, konsekuensi damman interestPilihan Jawa Pos dapat
dilihat lebih berorientasi pada pasar pembacakes@na ketiga hal pertama yang
dipilih pada umumnya langsung berhubugan dengagsaapasarnya, misalnya

wilayah tertentu, atau massa pendukung tokoh nierteSedangkan pilihan

yang
sebenarnya penting bagi masyarakat pembaca, karelemgkapi latar belakang

signifikansi dan konsekuensi memiliki aspek kedaamsubstansi
sosiologis dari suatu peristiwa. Pemilihan nildaniberita ini dapat dicermati
dalam tabel berikut :

Tabel : Dimens Faktualitasdari aspek Relevansi dengan Nilai Berita

Relevansi Nilai berita Kompas Republika Media | Jawa Pos

(Jawaban dapat lebih dari satu) Indonesia

Aktualitas 198 99 165 235
(80.5%) (97.1%) (93.7%) (98.3%)




Signifikansi bagi khalayak 170 65 139 57
(69.1%) (63.7%) (78.9%) (23.8%)
Konsukensi/dampak besar bagi khlayjak 66 34 70 25
(26.8%) (33%) (39.7%) (10.5%)
Proksimitas dengan khalayak 64 13 56 63
(26%) (12.7%) (31.8%) (26.4%)
Human interest/sentuhan psikologis 17 3 12 8
(6.9%) (2.9%) (6.8%) (3.3%)
Tokoh/Publik figur 120 63 124 155
(48.8%) (61.7%) (70.4%) (64.8%)

Aspek obyektitas media juga diukur dengan aspek aisiglitas
(impatrtiality) berita terhadap pihak-pihak tertentu. Aspek impkias dalam
presentasi berita ditunjukkan dengan ada/tidakreralggan subyektif wartawan
yang mendukung atau menjatuhkan pihak tertentu -évafuatif), serta
ada/tidaknya upaya wartawan untuk melakukan draamiti(non-sensasional).
Dari dua hal ini, pemberitaan media massa telahumjakkan sikap presentasi
yang positif yakni di atas 90%, kecuali Media Indsia yang dalam sikap non-

sensasional masih di bawah media cetak yang lain.

Tabel 4.13. Dimensi Imparsialitas Secara Non-Evaluatif

Non-evaluatif/netral Kompas Republika Media | Jawa Pos

(Tidak mendukung / Menjatuhkan) Indonesia

Ya 240 95 171 229
(97.5%) (93.1%) (97.2%) (95.8%)

Tidak 6 7 5 10
(2.4%) (6.8%) (2.8%) (4.2%)

Total 246 102 176 239

Tabel 4.14. Dimensi Impar sialitas Secar a Non-Sensasional

Non-Sensasional Kompas Republika Media | Jawa Pos

(Tidak melakukan dramatisasi) Indonesia

Ya 230 95 145 216
(93.5%) (93.1%) (82.4%) (90.4%)

Tidak 16 7 31 23
(6.5%) (6.9%) (17.6%) (9.6%)

Total 246 102 176 239




Selain dari sisi presentasi, imparsialitas juganjditt dari adanya upaya
media massa untuk memberi akses bagi semua pihtak terlibat dalam isi
pemberitaan. Pihak SBY-JK maupun Mega-Hasyim haresdapat kesempatan
yang sama untuk diperhatikan oleh media secaranbarg, oleh karena itu dari
sisi jumlah (kuantitas) antar kedua pihak ini jsganestinya berimbang, termasuk
juga keseimbangan kualitas sumber berita harugsasetau mendekati setara.
Pada umumnya pemberitaan sudah menampilkan pihak-perkait secareover
both side tetapi secara kuantitas dan kualitas cenderunghmzelumbalance

atau berimbang, yakni hanya berkisar antara 50%-@%gpemberitaan.

Tabel 4.15. Dimensi I mparsialitas secara Cover Both Side

Cover Both Side Kompas Republika Media | Jawa Pos
(Akses Bagi Semua Pihak) Indonesia
Ya 168 81 126 151
(68.2%) (79.4%) (71.6%) (63.2%)
Tidak 78 21 50 88
(31.8%) (20.6%) (28.4%) (36.8%)
Total 246 102 176 239
Tabel 4.16. Dimensi Imparsialitas Aspek Balance Secara K uantitas
Keseimbangan Kuantitas Antar Kompas Republika Media | Jawa Pos
Sumber Berita Indonesia
Ya 142 71 101 121
(57.7%) (69.6%) (57. 4%) (50.6%)
Tidak 104 31 75 118
(42.3%) (30.4%) (42.6%) 49.4%)
Total 246 102 176 239
Tabel 4.17. Dimens Imparsialitas Aspek Balance Secara K uantitas
Keseimbangan Kualitas Antar Kompas Republika Media | Jawa Pos
Sumber Berita Indonesia
Ya 147 75 120 130
(59.7%) (73.5%) (68.2%) (54.4%)
Tidak 99 27 56 109
(40.2%) (26.5%) (31.8%) (45.6%)
Total 246 102 176 239




Berita berlandaskan pada fakta, oleh karena ituushamenghindari
subyektivitas wartawan. Dalam pemberitaan wartaanus menghilangkan
unsur subyektivitas tersebut dengan tidak memasulkdgni-opini pribadi ke
dalam pemberitaan yang dapat menyebabkan munchiagaerita. Dari dimensi
imparsialitas, media massa yang diteliti ini pagaumnya telah bersikap non-
opinion, yakni di atas 90% pemberitaannya sudah enelm standar ini,

meskipun tentu saja masih menunjukkan adanya sigemp.

Tabel 4.18. Dimensi Impar sialitas aspek non-opini

Tidak Ada Opini Pribadi Wartawan Kompas Republika Media | Jawa Pos
Indonesia
Ya 239 93 173 217
(97.2%) (91.2%) (98.3%) (90.8%)
Tidak 7 9 3 22
(2.8%) (8.8%) (1.7%) (9.2%)
Total 246 102 176 239

Salah satu tanggungjawab normatif media massala#lal@rol sosial, oleh
sebab itu suatu pemberitaan mestinya memberikaik kecara konstruktif bagi
kemajuan masyarakat maupun bagi pihak-pihak yarkgite Pers bukanlah alat
pasif dalam hal kritik, melainkan aktif untuk memigkitkan dan mengumpulkan
kritik konstruktif dalam masyarakat. Pers dapakesempatan melakukan kritik
tanpa identifikasi sebagai pengritik langsung, ageimemanfaatkan fakta opini
dari narasumber. Namun pada umumnya pemberitaaanggumenunjukkan
adanya kritik konstruktif, kebanyakan fakta opiang ditampilkan hanya berkisar
pada komentar atas peristiwva empirik, masih sedigdya media massa dalam
menggali kritik yang konstruktif bagi masyarakahdiei maupun bagi proses
politik di Indonesia.

Tabel 4.19. Kontrol Sosial dalam Pemberitaan

Terdapat kritik konstruktif Kompas Republika Media | Jawa Pos
Indonesia
Ya 40 30 12 46
(16.3%) (29.4%) (6.8%) (19.2%)
Tidak 206 72 164 193




(83.7%) | (70.6%) | (93.2%)|  (80.7%)
Total 246 102 176 239

Pada level teks ini dapat dicermati konstruksieeplkemberitaan politik dari
masing-masing media cetak. etika pemberitaan dilbamelalui suatu praktek
kerja yang hasilnya terlihat dalam pemberitaanabBalraian analisis level teks
ini - menunjukkan adanya gradasi kualitas pemberjtalh mana keadaan ini
dipengaruhi oleh beberapa hal seperti proses psbdigdam ruang redaksi dan
faktor ektramedia, masyarakat sistem politik, badagan sebagainya.
Pemberitaan menjadi gambaran bagaimana nilai-giiled diterapkan oleh media

cetak.

Analisis pada Tingkat Discourse Practice

Pada tingkatdiscourse practiceni akan dilihat bagaimana pelaku media
melakukan proses produksi pemberitaan. Media catakra normatif memiliki
tanggungjawab menjadi sarana pemenuhan hak maayayaku hak untuk tahu
dan hak mendapatkan informasi. Peristiwa pemilipegsiden secara langsung
merupakan peristiwa besar yang melibatkan semugarasat Indonesia berupa
partisipasi politik yang sangat penting bagi masgpath bangsa Indonesia.
Informasi yang akurat, dan lengkap dari banyakmisnjadi sangat penting bagi
masyarakat untuk menjadi bahan pertimbangan baitukgesikap dan keyakinan
politik, khususnya untuk melakukan pemilihan presidOleh karena itu media
massa mengangkat pemberitaan-pemberitaan seputdihpa presiden ini harus
akurat dan lengkap.

Pemberitaan politik tentang pergantian kepemimpimasional atau
pemilihan presiden ini telah dilakukan oleh med&tak secara umum telah
berupaya memenuhi hak informasi bagi masyarakselbex. Hal ini terlinat dari
tema-tema yang diangkat cukup beragam sesuai d@egmstiwa yang aktual dan
empirik. Demikian juga dengan keragaman pelibat anac memungkinkan
wacana yang dikembangkan oleh media di masyaraig menjadi beragam
sehingga masyarakat dapat melakukan proses pemilimformasi dan

menentukan sikap politiknya.



Beragamnya narasumber juga menunjukkan adanya &sdrebsecara
politik bagi media massa untuk melakukan pemberit&a mana hal ini cukup
berbeda dibandingkan pada situasi negara dalamnsistoriter yang sumber
informasi biasanya didominasi oleh pihak pemeringahu kekuasaan. Media
cetak nasional secara leluasa dapat mengambilumab&s di luar pemerintah dan
kekuasaan, seperti pengamat politik dan masyarakaim. Wacana yang
dikembangkan pada akhirnya bukan wacana satu aralpidak pemerintah saja
tetapi dari berbagai pihak, yang memberi kesemphtagi masyarakat untuk
mempertimbangkan wacana yang dipandang paling isest@ngan
kepentingannya. Kebebasan media massa dalam pémaberini berdampak
secara postif bagi upaya demokratisasi dan bagirkemgan masyarakat.

Pelaku media cetak, terutama wartawan dalam medakuRroses
pemberitaan harus bersikap dan bertindak secarektbyNilai obyektivitas ini
semestinya menjadi standar kerja media massa sghpegnberitaannya memiliki
performen yang ideal. Sesuai dengan standar mpeéiformance McQualil,
obyektivitas ini meliputi dua dimensi yaitu dimerigktualitas dan imparsialitas.
Dari pemberitaan yang diteliti ini, media massatreimengindahkan standar ini
dalam melakukan kerja keredaksian. Di antaranyaahdaartawan dalam
melakukan pemberitaan harus berlandaskan pada @& kebenaran. Untuk
mengetahui fakta-fakta dan bahwa fakta tersebalabhdoenar, wartawan harus
melakukancheck-recheclkdan konfirmasi kepada sumber-sumber data sehingga
informasi yang akan diberitakan benar-bef@atualness Konfirmasi juga selain
untuk mengecek suatu informasi pada pihak yangahgkaitan secara langsung
dengan suatu persoalan, juga merupakan sikap yalilguatuk memberi
kesempatan pihak tersebut menjelaskan atau melakbkamtahan terhadap
informasi dimaksud.

Dalam penulisannya, wartawan mempertimbangkan imgetidaknya
suatu peristiwa untuk diangkat menjadi berita. takias juga harus dilihat dari
relevansinya dengan nilai berita secara jurnalishikatu berita dinilai baik jika
memiliki nilai-nilai berita, di mana semakin banyakai-nilai tersebut terdapat

dalam suatu berita, maka semakin baik. Di antdea-miiai berita tersebut yang



menjadi pertimbangan media massa adalah aktyaigasfikansi bagi khalayak,
dampak yang besar bagi khalayak, proksimitas atalekatan dengan khalayak
pembacanya, human interes dan tema tokoh. Hampiuag media menonjolkan
nilai pemberitaan pada segi aktualitasnya yangrtienarujuk pada fakta empiris,
peristiwa yang sedang atau baru terjadi. Berilatagalah nilai signifikansi,
yakni sejauhmana suatu peristiwva memiliki nilainjogy bagi masyarakat
sehingga tertarik untuk membacanya. Namun khustiskulawa Pos nilai berita
kedua yang dipilih adalah tokoh. Pemilihan ini tesiaja sah-sah saja, tetapi
pemilihan tokoh yang tidak berimbang dapat menikdoulbias dan menjadikan
media massa hanya sebagai corong bagi tokoh tergang diberitakan. Pilihan
aspek pemberitaan seringkali dipengaruhi oleh lamemgan orientasi politik,
ekonomi bahkan ideologi media massa.

Pilihan nilai berita ini juga menunjukkan pengagkstra maupun ideologi
media cetak. ldeologi pasar akan cenderung memilkiberita yang permukaan
tetapi langsung bisa ditangkap oleh khalayak, sepeng dilakukan Jawa Pos.
Sedangkan Kompas, Republika dan Media Indonesi&ipas memilih aspek
yang lebih substantif dari peristiwa berita, meiiajuga melakukan pemilihan
narasumber yang sesuai dengan ideologi dan keaergdar politik masing-
masing.

Dimensi imparsialitas menunjukkan netralitas betétdnadap pihak-pihak
yang terkait dalam peristiwa berita. Berita yang etudah semestinya tidak
berpihak kepada pihak-pihak tertentu sehingga bieanberi informasi kepada
masyarakat secara adil, seimbang dan lengkap. &ecaum media massa
nasional dalam pemberitaannya sudah menampilkaap siton-evaluatif atau
penilaian yang mendukung ataupun yang menjatuhkak{pihak tertentu.
Demikian juga tidak melakukan dramatisasi (sensasjoyang menimbulkan bias
pemberitaan, baik melalui pemilihan kalimat-kalink@notatif maupun judul
yang tidak sesuai dengan isi.

Dimensi netralitas atau tidak berpihak ini juga atadilihat dari sikap
media untuk melakukaeover both sidemenampilkan dua pihak atau pihak-pihak

yag terkait secara berimbang. Pada umunuoyeer both sideni telah dilakukan



oleh media massa dalam pemberitaan, tetapi masihmaskipun relatif sedikit

yang berita yang tidak menunjukkaaver both sideni. Dan Jika dilihat lebih

rinci lagi dalam bentuk keseimbangamalanceg secara kuantitatif yaitu

perbandingan jumlah narasumber yang dilibatkan ndaf@emberitaan, nilai

imparsialitas ini semakin menurun, dan lebih rentkdi ketika dilihat pada

keseimbangan secara kualitas sumber-sumber benitg gilibatkan dari kedua
pihak. Termasuk dalam dimensi imparsialitas iniladasikap non-opini dari

wartawan. Untuk memberitakan peristiwa, wartawaruigbersikap non-opini

yaitu memisahkan fakta-fakta dari opini pribadi @@aclangsung, karena akan
mengaburkan dan menimbulkan bias pada kebenaramafayang diberitakan,

sehingga menyulitkan pembaca untuk memilah fakaa, akibatnya merugikan
bagi masyarakat.

Kontrol sosial juga merupakan tanggungjawab nofmaedia massa,
yakni pemberitaan juga menunjuk pada upaya perbaikagi kehidupan
masyarakat. Wartawan dan media massa juga nemeagian dari masyaakat
yang memiliki kewajiban yang sama dengan anggotsyarakat lainnya untuk
mengembangkan dan memajukan masyarakatnya. Oleh&éu, media massa
juga berhak untuk memiliki sikap terhadap suatuispema tertentu. Namun
demikian dalam pemberitaannya harus ditunjukkan dibedakan antara sikap
media dengan fakta berita, namun pada intinya medrgan kebebasan yang
dimiliki bertanggungjawab untuk turut membangun yaaskatnya melalui
pemberitaan yang akurat dan lengkap.

Proses produksi pemberitaan dari ruang redakswsgroom dengan
gambaran sebagaimana di atas, bukan suatu hakgaleghana, melainkan rumit
dan kompleks yang melibatkan personalitas wartaviastjtusi-institusi yang
terkait dan rutinitas kerja keredaksian. Dari gisrsonalitas wartawan, produk
pemberitaan politik kualitasnya tergantung padaysigrofesionalisme, orientasi
politik bahkan juga ekonomi, dan latar belakang taaan yang melakukan
peliputan dan penulisan berita. Profesionalismenglikkan dengan komitmen
misalnya, dalam proses peliputan wartawan berupagadapatkan data yang

akurat dan valid melalwheck-rechecklan konfirmasi —ingat, intisari jurnalisme



adalah disiplin verifikasi, dan dalam penulisanitaekaidah-kaidah imparsialitas
seperti non-evaluatif, non-sensasionabver both sidedan balance menjadi
tuntutan penting. Orientasi politik dan ekonomi rtaevan seringkali juga
mempengaruhi proses pemberitaan, kecenderungarik paértentu dapat
menjadikan secara subyektif wartawan memihak padampok tertentu yang
dapat menimbulkan bias dalam pemberitaannya. Teknaga latar belakang
wartawan sangat berpengaruh seperti latar belakangdidikan, agama, etnis,
gender dan sebagainya, biasanya membentuk carargatettentu dari wartawan
terhadap suatu peristiwa.

Suatu berita juga dihasilkan dari interaksi-intestakahkan negosiasi
antarstruktur dalam ruang redaksi. Suatu beritssapiga melibatkan kerja
wartawan lapangan, editor, dan redaktur. Wartawadapumumnya melaporkan
peristiwa apa adanya sesuai cara pandangnya digapatetapi saat masuk ruag
redaksi berita itu akan mengalami prosekting oleh editor dan/atau redaktur.
Proses ini dapat mempengaruhi hasil akhir suatitabedti mana editor dan
redaktur yang tidak berada di lapangan melakuiditing dan koreksi hasil
peliputan wartawan dari lapangan. Sekali lagi peaBtas redaktur juga turut
mempengaruhi produksi pemberitaan dari dat@wsroom

Rutinitas kerja dan standar kerja wartawan yangralitkan oleh suatu
media massa juga berpengaruh terhadap proses pradukPada media yang
menerapkan standar kerja yang ketat pada umumnyen akenghasilkan
pemberitaan yang relatif berkualitas, sedangkaniangdng kurang memberi
perhatian pada standar kerja bisa dipastikan tasatierita yang dihasilkan pas-
pasan atau bahkan tidak berkualitas. Dalam peraberili media cetak nasional
hal ini tercermin dari masih fokusnya pemberitaaadg fakta empiris,
keseragaman narasumber dan tema sehingga memunclé&seragaman
informasi bagi khalayak. Perspektif yang didapahdkhalayak akhirnya kurang
meluas, beragam dan mendalam.

Level discourse practicani dalam tataran etika berada dalam posisi
menunjukkan pada proses melakukan perbuatan, yaotey lpakikatnya tidak bisa

dipisahkan dengan level teks itu sendiri. Levelstgkng telah diulas di depan



adalah “perilaku”, sedangkdavel discoursepractice ini adalah “berperilaku”.
Teks pemberitaan yang terbaca dan dimuat dalamamsstak, menunjukkan
bagaimana para pelaku media berperilaku. Kualgs yang baik, menjunjung
tinggi etika jurnalistik maupun etika pemberita@iakikatnyadiscourse prectice
yang ideal, etis dan bermoral, yakni proses pradpésberitaan yang dilandasi
dengan profesionalisme dan tanggungjawab. Dalantekserpemberitaan politik
media cetak nasional pada lewi#course practicenenunjukkan perilaku etika
yang dipengaruhi oleh ideologi dan kepentinganibisredia yang dikemas dalam

pemberitaan yang kualitasnya optimal.

Analisis pada Tingkat Sociocultural Practice

Proses produksi berita sangat terkait dengan sitsasial budaya
masyarakat yang melingkupinya. Media massa menkkkerkaitan erat dengan
aspek situasional, institusional maupun sosiolggida umumnya. Pada aspek
situasional, media cetak dalam melakukan pembari@an mempertimbangkan
situasi-situasi yang berkembang, termasuk periggréstiwa aktual yang terjadi
sekaligus cara pandang media terhadap peristisalet. Dalam bulan-bulan di
tahun 2004, situasi bangsa Indonesia tengah meiapleas dan melaksanakan
pemilihan umum, maka orientasi pemberitaan politdmpir di semua media
massa mengacu pada situasi ini. Media cetak yamegjtidini juga mengangkat
pemberitaan tentang proses pemilihan presiden aseesmgsung untuk yang
pertama kali di Indonesia, pada umumnya menjadiarsebagai berita utama
(headling, bahkan juga membuat rubrik khusus tentang prosgsmilihan
presiden ini, misalnya Jawa Pos membuat rubrikjaReran Menuju Istana”.

Aspek institusional memiliki pengaruh yang cukugsér dalam suatu
proses produksi berita. Institusi media massa sebidisanya memiliki orientasi
politik atau ekonomi yang memungkinkan “dipaksakamituk mempengaruhi
pemberitaan. Pada umumnya, institusi media mewakiéintasi pemilik media
tersebut, seperti Kompas yang pada latar belakgjagatinya dari Partai Kristen,
Republika yang didirikan oleh Ikatan Cendikiawandiitm se-Indonesia (ICMI),
Media Indonesia yang dimiliki oleh Suryo Paloh eaigtiGolkar dan pendiri FPPI,



dan Jawa Pos yang dipagang oleh Dahlan Iskan yakgpderkenal pengusaha
media. Demikian juga ideologi media massa tersedmyterti nasionalis, islamis,
maupun kapitalis sangat berpengaruh terhadap pposdsksi berita.

Kondisi sosiologis masyarakat seperti terjadinyeulpghan sistem politik
dan ekonomi juga turut berpengaruh. Masa Orde Bamg otoriter dan
membatasi kebebasan pers menjadikan pers atau meelak dalam
pemberitaannya sangat hari-hati karena ancamanrgideb kalau dipandang
tidak sesuai dengan kehendak kekuasaan. Namun gradaeformasi, yang
tercipta adalah situasi kebebasan, sehingga medak debas memberitakan
peristiwva dengan perspektifnya sendiri, tidak hamari sudut pandang
pemerintah. Sistem politik yang sentralistik darba pemerintah kemudian
berubah dengan desentralisasi dan penguatan mkatyaigil. Dalam bidang
media massa, terjadi perubahan dari sistem yangganenstate regulation
kepadamarket regulation Pemerintah sudah melepaskan kontrol media massa
kepada kontrol pasar. Hal ini kemudian mempengastibntasi pers atau media
cetak nasional, dari yang awalnya kental dengaaligiee perjuangan mulai
beranjak menuju industrialisasi media. Media massanjadi industri yang
mencetak wacana secara massal, seragam, dan hosedgegga laku dijual.

Demikian pula masyarakat pembaca yang juga menidiar belakang,
orinetasi dan ideologi tertentu, senderung akangdasa mencari informasi yang
sesuai dengan cara pandangnya. Hasilnya adalahptkomi antara kepentingan
media massa untuk menjual dan masyarakat pembata p@mbeli. Pangsa
pasar kemudian menjadi salah satu kunci penting yaempengaruhi bagaimana
berita diciptakan. Republika yang ditujukan padaal&pak Muslim kelas
menengah, terdidik, dan berorientasi formalisasariah akan menuliskan
pemberitaan dengan sudut pandang yang sama deagapandang khalayaknya.
Jawa Pos yang lebih merata sampai ke level kelaemgah ke bawah akan
menampilkan pemberitaan yang lebih sederhana aarn, berbeda dengan
Kompas dan Media Indonesia yang khalayak pembacaey@ngah ke atas.

Posisi sosial-budaya dalam kajian etika menjgadirlatatsettingdi mana

suatu nilai-nilai etis atau moralitas diterapkamn®er etika bisa datang dari



Tuhan maupun dari pikiran idealistik, tetapi etd@bagai pengetahuan tentang
perilaku tidak bisa lepas dari konteksnya. Tanmdihat konteks sosial budaya
dari masyarakatnya, meka etika ini tidak akan memb8ociocultural practice
dari suatu pemberitaan menunjukkan bahwa nilai-retéka, terutama etika
pemberitaan dan media massa merupakan hasil asgasin kompromi dari
nilai-nilai idealis dengan nilai-nilai pragmatis.Media cetak yang hanya
memperhatikan nilai-nilai idealis biasanya hanyanjad@ media yang utopis,
sebaliknya media yang hanya berorientasi padanpatig belaka akan terjebak
menjadi media yang permisif dan cenderung tidatabggungjawab. Oleh karena
itu nampaknya jalan tengah yang diambil oleh mediak nasional dalam sikap
etika pemberitaan politik ini adalah kompromi aatar ideologi media,

kepentingan media dan kepentingan khalayak.

D. Etika Pemberitaan Poalitik Tinjauan Etika lslam

Tinjauan etika religius dapat diterapkan dalam hatlipenerapan etika
pemberitaan oleh karena aspek religius menjadi summilai dalam tradisi
keagamaan yang dalam konteks masyarakat turut nmguba dan
menyumbangkan nilai-nilai yang diterima oleh maalat tersebut. Terlebih
nilai-nilai dari ajaran Islam, menjadi cukup sigkén untuk dipergunakan sebagai
perspektif mengingat agama Islam telah hadir culampa dalam masyarakat
Indonesia dan dipeluk oleh mayoritas masyarakabriadia sehingga dipastikan
sosiokultural masyarakat Indonesia sangat dipehgateh nilai-nilai Islam.

Etika pemberitaan politik dalam media cetak nadialagat ditinjau dari
sisi teksnya sendiri, yakni teks sebagai manifesiggilaku media dapat
ditafsirkan nilai-nilai yang dianutnya. Perilaku edia sangat ditentukan oleh
sebuah proses produksi pemberitaan itu sendiri yamadi dalam ruang redaksi
(newsroom Bagaimana pelaku media ini bekerjdis€ourse practice juga
merupakan suatu sikap yang dapat ditinjau sisaeryia. Oleh karena media cetak
nasional ini sangat dipengaruhi oleh konteks sogialitik (sociocultural
practice, maka tinjauan etika terhadap pemberitaan poldikmedia cetak

nasional juga harus melingkupi sosiokultural maalar. Analisis filosofis



terhadap ketiga ranah ini akan dilakukan secditaktd untuk mendapatkan
pemahaman yang holistik dan idealistik tentangagpégmberitaan politik di media

cetak nasional dalam perspektif etika religiusnisla

Teks Pemberitaan Representasi K ebenaran

Teks pemberitaan politik dalam media cetak nasigealgaimana telah
kita bahas dalam bab terdahulu relatif telah markkan upaya untuk mencapai
derajat kebenaran faktualitas dengan melakukanaugieck-recheglkkonfirmasi,
dan akurasi. Performen yang telah dibahas tersebemunjukkan betapa
pentingnya nilai kebenaran dalam sebuah pembernpalitrk. Dalam pemberitaan
politik, terutama, munculnya opini publik terhadapatu permasalahan yang
terjadi dalam masyarakat merupakan suatu hal yemging bagi masyarakat
sebagai modal untuk mengambil keputusan politiketdn. Kebenaran dalam
pemberitaan tersebut akan memberi ketenangan bagyarakat untuk memilih
alternatif sikap politik yang dipandang paling edutepat dan baik.

Pemberitaan-pemberitaan politik tersebut menyamkamgealitas-realitas
dalam peristiwa pemilihan presiden langsung tah0842 kepada masyarakat
secara timbal balik selaku pelibat informaspiQiion leadey yang berkepentingan
membangun opini publik, maupun pembaca yang merhkatu informasi
sebagai bahan untuk bersikap dan bertindak secditdk pdalam masyarakat.
Dengan demikian pemberitaan politik ini menjadibwsEh ruang publik, di mana
orang-orang berinteraksi, berkomunikasi dan berbafprmasi. Namun teks
pemberitaan ini sekaligus bukanlah ruang kosondaimi@n mewakili entitas
yang mandiri, setara dengan keberadaan orang-oraggng berinteraksi
melaluinya, memiliki kehidupan dan kehendaknya serféada akhirnya interaksi
dalam masyarakat yang terjadi bukan hanya antagatangan orang saja, tetapi
juga meliputi interaksi antara media massa melks pemberitaan politiknya
dengan orang-orang. Kehidupan bersama tersebut stdang mendukung satu
sama lain sesuai dengan peran dan fungsi normatjikg didasari dengan sikap
saling percaya. Sikap ini pun akan tumbuh baik rkalaasemua pihak yang



terlibat dalam interaksi ini berpegang teguh paelaekaran dengan menjalankan
kejujuran dan keadilan.

Kebenaran inilah yang dituntut oleh umat manusenjadi visi kehidupan
yang ideal, dan hasrat terbesar dalam pencariadqgm. Sedemikian besarnya,
karena kebenaran identik dengan nilai azali ketahafmuhan yang Mahabenar.
Sebagaimana para sufi memanggil Tuhan dengan selaltblaqgg Sang
Kebenaran (K besaf)Kebenaran Tuhan adalah kebenaran yang absolut, dan
sumber kebenaran hanya dari Tuhan. Kebenaran yaligeroleh manusia
hanyalah limpahan dari kebenaran Tuhan, yang ttpaki akibat hijab-hijab
duniawi. Apa yang disebut kebenaran oleh manufiagse kebenaran apa adanya
pada dasarnya hanyalah kebenaran dari apa yantpdipaecara terbatas tentang
kebenaran itu sendiri, dan bukan apa adanya yebgnarnya tentang realitas
“ada”. Oleh karena itu kebenaran tentang realitagnjadi subyektif, terlebih
karena perspektif tentang realitas itu seringkapedgaruhi oleh bias-bias
kepentingan, keyakinan dan latar belakang tertentu.

Media cetak untuk menampilkan kebenaran dalam peksberitaan,
hanya dengan menuntutnya menyajikan fakta yangrbemagi pemberitaan,
kebenaran yang obyektif adalah visi yang terus musnediupayakan dalam
bentuk akurasi dan kejujuran terhadap kebenarageitdliri. Setiap media cetak
sah-sah saja memiliki target-target tertentu yaagud dicapai, tetapi proses
pencapaian itu tidak boleh keluar dari Prinsip Ketran. Masyarakat akan
memilih, memilah dan menentukan informasi apa daana yang berguna bagi
kehidupannya melalui kemampuan rasional yang demadan Tuhan
kepadanya. Teks pemberitaan cukup menampilkannkede yang sungguh-
sungguh dicari dan dipaparkan dengan sesetia mungihadap keadaan apa
adanya, seakurat mungkin, seteliti, dan selengkagkiapnya, apapun resikonya.

seperti dalam sebuah haditsatakan yang benar walaupun pabhit.

2 Kalimat ekstatik yang paling terkenal dalam khatatasawuf adalah ungkapan “ana al-
Haqg (akulah Yang Maha Benar)” dari Husain ibn Manal-Hallaj (858 — 922M) dari Persia
yang menyebabkan ia dihukum mati dengan tubuhnyatag-potong lalu dibakar dan debunya
dibuang ke sungai Tigris. (Nasution, 1995 : 87)



Dengan berdasarkan pada prinsip kebenaran ini ipakdoeritaan politik
yang dilakukan oleh media cetak tidak melakukagative campaigberkategori
black propagandd black campaigrkarena kampanye dalam bentuk itu biasanya
berisi fithah, dusta dan bohong untuk menjatuhksn atau beberapa pihak lain.
Oleh karena sikap berpihak semacam itu akan dapatnmbulkan bias dalam
pemberitaan yang akhirnya akan mengurangi nilautdkas berita dan menjadi
intervensi yang besar terhadap fakta. Namun medtakcdapat menuliskan
pemberitaan negative campaigaalam rangka kritisisme terhadapck record
kekuatan dan kelemahan para kontestan. Hal inujutan membantu khalayak
dalam melakukarjudgementyang benar, sehingga masyarakat tidak memilih
kucing dalam karung, melainkan memilih calon presigang tepat, yakni sesuai
informasi yang valid, jelas, akurat dan apa adamyduk diterima dan
diinterpretasikan secara mandiri oleh mesyarakat.

Dalam wacana kritis, dipahami bahwa media cetakabukmbaga yang
muncul dari ruang hampa, oleh sebab itu teks patabaryang dihasilkan juga
sudah pasti tidak akan lepas dari interaksi, batk@npromi dengan situasi-
situasi tertentu. Maka tuntutan terhadap prinsipekaran dan keadilan di sini
adalah tuntutan agar media cetak berpihak ateasr diedi nuraninya dan tidak
memihak dalam peristiwa konflik. Demikian juga needetak tidak mungkin
dalam penulisan teks pemberitaannya tidak melakpkaafsiran terhadap fakta-
fakta yang didapat di lapangan, tetapi tuntutarsglam prinsip ini adalah tidak
melakukan penafsiran yang mengandung penghakimatgniental opinio)
tetapi cukup melakukan penafsiraint¢rpretativg berdasarkan data-data yang

tersedia tanpa penghakiman tertentu.

Hati Nurani sebagai | mperatif Kategoris dalam Discourse Practice

Penilaian terhadap media sebenarnya adalah penitarhadap orang-
orang yang menjadi pelaku media. Media massa halmyaleralatan yang
dipergunakan oleh para pelakunya untuk bertindakbaasikap. Sikap media dan
perilaku media hakikatnya adalah hasil dari komprpamna pelakunya, apakah ia

akan menjadi baik atau menjadi buruk tergantung al@a yang pelaku media



lakukan terhadap media massa tersebbhe man behind the medi@ara pelaku

inilah yang menjadi “jiwa penggerak” bagi mediandi dalam diri para pelaku
ada jiwa yang sesungguhnya, jiwa yang menggerakkiaa pengerak. Teks

pemberitaan hanya “jejak” dari keyakinan, ideldgn perilaku pada pelakunya.
Sebagaimana diungkapkan oleh David Hume (Izetbega902 : 129) :

Sebuah tindakan tidak memiliki moral dalam diringandiri; untuk
mempelajari nilai moral manusia kita harus melikatdalam. Karena kita tidak
bisa melakukannya secara langsung, kita membehapan kepada tindakan;
tetapi tindakan hanyalah sebuah jejak dari keenrgibatin, dan karenanya sebuah
dugaan atas moral.

Hal paling penting dalam etika, termasuk dalam aetdemberitaan ini
dalam tinjauan Islam adalah kesadaran moral yamgnbkat dari dalam diri,
bertolak dari kondisi jiwa yang terbentuk menjadentalitas etika. Bisa saja,
seseorang berbuat “baik” dalam pengertian tidakangglar norma masyarakat,
tetapi sikap itu bisa jadi hanya berupa sebuahipitissosial” yang dilakukan
degan pertimbangan-pertimbangan keuntungan-keuatunrgtau kepentingan
tertentu yang sekular. Hal ini akan berbeda desgap yang muncul dari dalam
jiwa, ia akan hadir dalam kondisi bagaimanapun daenuntut untuk
dilaksanakan, terlepas dalam kesaksian orang rdamoipun tidak, karena
kesaksian bagi jiwa cukup diyakini selalu hadir idauhan yang Maha
Mengetahui fhuragabal).

Kepribadian manusia terletak pada akhlak sebagsakg@gwa yang
mengakibatkan terwujudnya perbuatan seseorang dengadah. Perilaku
lahiriah ini tidak lain merupakan ekspresi dariikas-bisikan dalam hatia(-
Qalb), hati inilah yang menjadi kendali bagi semuabpatan, tidak ada suatu
perbuatan yang dilakukan kecuali sebagai tanddataari hati. Hati yang sehat
baik dan luhur akan menghasilkan perbuatan yarigdaa mulia, sebaliknya hati
yang rusak dan jahil akan menghasilkan perbuatdamiptan yang buruk.

Dengan demikian para pelaku media cetak di dalaanguredaksi
(wartawan, redaktur, editor, dan pemilik media) sstimya menjadi “jiwa” yang

sehat, baik dan luhur bagi perkembangan medianglingga wacana yang



diproduksi melalui pemberitaan-pemberitaan di medetaknya ini dapat
mewujudkan pemberitaan yang bernilai etika. Taflc kepentingan dan situasi
sosial politik bahkan ekonomi yang melingkupi poggoduksi pemberitaan
harus mendapatkan pertimbangan dari hati nurahingga keputusan untuk
beropini, berinterpretasi, bahkan berpihak padaasittertentu bukan diputuskan
dengan pertimbangan kepentingan ekonomi atau $polgesaat, atau
kecenderungan naluri rendah, melainkan didasapesta pertimbangan etika,
tanggungjawab dan keadilan dan kebenaran sehingighitkan media massa
yang berkarakter, berkepribadian dan bermoral.

Demikian juga dengan kebijaksanaan dalam pembeyitagdak semua
informasi, peristiwa dan kejadian dapat langsuigritakan, tetapi wartawan
dengan sungguh-sungguh dan bijaksana mempertimbanggriu/tidaknya dan
laik/tidaknya suatu informasi, peristiwa atau k&gaduntuk langsung diberitakan
(fit to print). Wartawan sebagai pelaku media harus mempertigklaanberbagai
hal dalam memberitakan sesuatu yang berpeluang bategakan negara,
keselamatan dan keamanan negara, persatuan datuakesanenyinggung
perasaan beragama, kepercayaan dan keyakinan dalagyarakat yang
dilindungi oleh undang-undang. Prinsip ini menukpuk tanggungjawab sosial
media cetak, yakni pemberitaan yang bebas tidaktbenebas sebebas-bebasnya,

melainkan dibatasi dengan rambu-rambu etika.

Vis Etika Pemberitaan adalah Masyarakat Adil dan Demokratis

Etika pada umumnya bertujuan untuk mencapai kepaaa al-sa’adah,
happiness, sumum bonuaengan melalui jalan kebaikan dan keutamaatug,
al-fadhilan). Apa yang dilakukan oleh media cetak dalam nistien
pemberitaan-pemberitaan politik dalam koridor etikatidak lain juga untuk
mencapai kebaikan bagi khalayak. Dalam menentuledrarkisan sebuah etika,
salah satu jalannya adalah membuat pengandaiaamDiabnteks pemberitaan,
diandaikan bahwa masyarakat membutuhkan preferbaban-bahan, data-data
dan berbagai informasi untuk dijadikan dasar pdréingan bagi dirinya

mengambil keputusan yang akan diwujudkan dalamubekeyakinan, sikap dan



perbuatan. Jika preferensi yang diperoleh tidekab tidak akurat dan tidak
lengkap maka keputusan yang diambilpun akan sakah tedak tepat sehingga
dapat menimbulkan kekecewaan, penyesalan, bahkasengsaraan atau
penderitaan. Namun sebaliknya jika preferensi ydipgroleh benar, akurat dan
lengkap, maka pertimbangannya dalam melakukan tsesoeenjadi benar
sehingga perbuatannya akan tepat, cermat, dan beeaingga akan
mendatangkan kebahagiaan.

Pemberitaan politik sangat penting dalam konteksyarakat, karena
dimensi politik berhubungan erat dengan masyaraetara keseluruhan.
Kehidupan bermasyarakat -—secara luasnya berbangsa lkernegara—
membentuk sistem kewenangan yang mengatur hubungamgan antar
anggota-anggota di dalamnya. Oleh karena itu sesatierhananya, politik
dihubungkan dengan struktur-struktur dan pranaaadgia yang memiliki
kewenangan kekuasaan untuk mengatur bagaimananpemysonal masyarakat
berbuat dan bertindak dalam kehidupan bersama. yad&ekuasaan dalam
kewenangan --sebagai hak dan kewajiban—suatutstrigitentu sangat menarik
pihak-pihak tertentu untuk memperolehnya. Dalam ya@dkat demokrasi, di
mana kedaulatan rakyat menjadi kunci utamanya, rkakaasaan kewenangan
itu diperoleh melalui proses legitimasi masyarak&ementara itu, masyarakat
akan bersikap dengan memberi legitimasinya —terknaselalui pemilihan
umum-- berdasarkan pengetahuan mereka tentarggisiiasyarakat, personal
dan struktur yang terkait dengan itu. Di sinilaindgsi pemberitaan politik untuk
menyampaikan informasi-informasi tentang situassyasakat, citra personal dan
struktur poltik mendapat posisi yang sangat pentifigak sekedar memberi
informasi, posisi pemberitaan politik lebih khudagi sangat berperan dalam
memberi preferensi bagi masyarakat untuk berpendagait diri mereka dalam
bentuk opini publik atau pendapat umum, sehinggapeeteguh dan menguatkan
predisposisi keyakinan atau sikap politik masyataka

Peristiwa pemilihan presiden merupakan peristiwagyaangat penting
bagi bangsa Indonesia, yaitu untuk memilih pemimpamg akan memegang

kewenangan negara. Pihak-pihak yang berkepentidgamgan kekuasaan dan



kewenangan dalam masyarakat akan berupaya untat degmanfaatkan media
massa guna menjaring dukungan untuk mendapatkan rt@mpengaruhi
kewenangan tersebut. Pemberitaan politik dapatbaagun opini publik yang
dapat meningkatkan pengharapan maupun menurunkeghg@pan masyarakat
terhadap tokoh maupun partai tertentu, di mana lmmagan ini sangat
menentukan dukungan atau penolakan masyarakatd&grhkoh atau partai
tersebut. Informasi yang tepat dalam pemberipeditik memberikan citra yang
tepat pula terhadap calom pemimpin yang akan Hipepentingan masyarakat
dalam pergantian kepemimpinan nasioal atau pemilgrasiden berjangka lama
untuk masa depan. Oleh karena itu peristiwa ini enarkan bagaimana nasib
masyarakat diatur oleh kewenangan kekuasaan yasgaisdengan pengharapan
masyarakat. Tentu saja yang diharapkan masyarak@dlah pemimpin yang
mampu memberi keadilan, kemakmuran dan kesejantberaama.

Media cetak dalam melakukan pemberitaan-pemberitaaitik sudah
pasti mendapat banyak pengaruh dari berbagakpylang berkepentingan
dengan pemberitaannya. Di sinilah ujian bagi meditk dalam berkomitmen
terhadap etika pemberitaannya. Sudah pasti keputusguk menuliskan
pemberitaan politik melalui proses-proses seldiaming hinggaagenda setting
harus sesuai dengan etika dan idealitas jurnalisseperti kewajiban pada
kebenaran, loyalitas bagi masyarakat secara luagnjadi forum kritik dan
dukungan masyarakat, dan memantau bagaimana kegagendalam masyarakat
dijalankan. Agenda settingnedia dalam pemberitaan politik pemilihan presiden
adalah memberikan informasi tentaaghievementan track record dari para
kontestan atau calon, program-program géatform politik, dan kemungkinan
efektivitas pemerintahan. Pers harus independenkdamtmen dalam membela
kepentingan masyarakat yang luas dan mendoronggppmditik dan keterpihakan
para kontestan untuk memajukan keadilan dan keaseg#m rakyat. Peranan-
peranan normatif tersebut dengan sendirinya meRg@aajiban bagi media cetak
untuk diwujudkan dalam masyarakat demokratis.

Terlebih lagi bahwa pelaksanaan pemilihan presidemiliki titik-titik

rawan dalam proses politiknya, di mana suatu kbaaladapat berakibat fatal



yaitu terjadinya ancaman stabilitas dan ketentramasyarakat luas. Untuk itu
perlu sosialisasi tentang barbagai hal berkaitargae kegiatan politik tersebut
sehingga masyarakat memiliki pemahaman dan pengetalentang pelaksanaan
pemilihan presdien, dapat mendukung dan bergaatsidi dalamnya. Untuk itu
di antara fungsi media cetak di sini adalah penjea politik bagi masyarakat,
sehingga masyarakat menjaell-informed memahami proses politik yang harus
siap menang dan siap kalah, penghormatan terhalal lpin, dan juga memilih
sebagai pilihan rasional dan bertanggungjawab. Betahn media cetak harus
dapat membangkitkan kesadaran terhadap makna geptoses politik yang
demokratis dalam masyarakat, mendorong pelaksgreariu/pilpres yang jujur
dan adil, menjaga situasi dan stabilitas lingkungarembantu masyarakat
membuat pertimbangan yang rasional, dan membedepainuan detail tentang
pelaksanaan pemilu atau pemilihan presiden.

Kewajiban terhadap kebenaran dan loyalitas kepadsyanakat, forum
kritik dan dukungan hakikatnya menyertakan priresipar ma’ruf nahi munkar
Di mana kewajiban perintah ini terwujud dalam kritkonstruktif untuk
membangun masyarakat yang lebih baik. Setiap ggjalsyimpangan dalam
masyarakat, dalam proses sosial maupun proseskpolinedia cetak harus
melakukan  kritik, membangun kritisisme dalam maaskat melalui
pemberitaannya, sehingga terbentuk opini publilgyamut mengkritisi fenomena
tersebut. Sementara terhadap gejala sosial déik yalng semakin mengarahkan
masyarakat kepada keadilan, kesejahteraan dankkebbersama, pemberitaan
itu dilakukan dalam rangka menggalang dukunganatiap gejala tersebut
sehingga dapat terdorong menjadi gejala umum babkaskan bersama untuk
mewujudkan masyarakat adil makmur dan sejahtera.

Berangkat dari pandangan di atas, maka dalam ekesbciocultural
practice media massa termasuk juga media cetak harus idr@asi pada
kepentingan masyarakat. Hubungan-hubungan medigade pihak di luar
dirinya (ekstramedia) harus berada dalam koridgrek@ingan sosial. Media
cetak harus memanfaatkan kebebasan yang diperaléminyntuk melaksanakan

fungsi-fungsi sosial, terutama transformasi nildg&inyag membangun peradaban



seperti keadilan, kejujuran, penghormatan atas Hak kewajiban dalam
masyarakat. Pemberitaan politik pada dasarnyaademympuan bagi proses
dialog antar elemen dalam masyarakat tentang nmasfaitu sendirigolit, polis
= masyarakat). Proses debat publik, dialog agar publik dan pertukaran ide-
ide tentang diri masyarakat sangat membantu masytadalam memandang
keadaan dirinya dan untuk kemudian menentukan megan mereka bersama-
sama. Pemberitaan politik harus memerankan digas public shpereberupa
media musyawarah publik yang adil, sehingga makgardapat melakukan
pertimbangan-pertimbangan rasional bagi pemenkdélamtuhan hidup bersama.
Kontrol masyarakat terhadap diri mereka sendtgcontrol) maupun
kontrol terhadap kekuasaan yang berwenang memkgiidupan bersama yakni
pemerintah, menjamin kehidupan masyarakat yangih lbhik. Media cetak
melalui pemberitaan politiknya memiliki peran damgsi dalam hal ini yaitu
fungsi normatif untuk melakukan kontrol sosial.e®lkarena itu media cetak
harus memiliki indendensi dari pengaruh-pengarultrakedia yang dapat
mereduksi dan menghilangkan nilai-nilai jurnalisnagalisme dan etika. Namun
pemberitaan politik dalam proses-proses demokgatisaarus memiliki
keterpihakan kepada kepentingan masyarakat sé@sadan jangka panjang.
Kebebasan yang diperoleh dalam masa reformasi tidatuk mengeruk
keuntungan institusi media atau sekelompok orangertel, tetapi harus
dimanfaatkan secara fungsional dalam rangka megupamasyarakat yang adil

makmur dan sejahtera.

E. Masa Depan Etika Pemberitaan Politik
Etika Pemberitaan Politik Menjadi Syarat Demokrasi

Pemberitaan politik memiliki fungsi secara impdratalam kehidupan
masyarakat demokratis, yakni menyampaikan informespada masyarakat
sebagai landasan pengambilan keputusan bagi pasigpolitik mereka dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasik polasyarakat ditentukan
oleh pandangan mereka terhadap realitas politilg y@nadi. Realitas tersebut

sering berada diluar jangkauan masyarakat, sgaingereka mencarinya dalam



saluran-saluran yang memiliki informasi tentandit&s politik yang dibutuhkan.
Pemberitaan politik dalam media cetak nasional a@npalah satu saluran
pengetahuan atau informasi penting mengenai reghitditik bagi kepentingan
partisipasi politik masyarakat.

Media massa menjadi mediator bagi masyarakat usalikg berbagi
pengetahuan dan informasi politik bagi masyarg&ag lain. Berangkat dari sini,
masyarakat memiliki bahan-bahan untuk pertimbanbagi sikap dan keyakinan
politiknya yang menentukan kualitas partisipasitpoalam kehidupan mereka
sendiri. Pemberitaan politik menjadi wadah berteyaupihak-pihak yang terkait
dalam sistem komunikasi politik dalam masyarakakny pihak pengirim pesan
(sender komunikator), penjaga gawang informagatekeeper media) dan
penerima pesamrgceiver komunikan). Pada umumnya yang berfungsi sebaga
senderdalam pemberitaan politik adalah tokoh, institpglitik atau pemerintah
sebagaiopinion leader tetapi masyarakat pun berkepentingan tidak hanya
sebagaireceiver saja melainkan juga ingin menunjukkan aspirasi tijgalya
kepada anggota masyakat lainnya termasuk kepad#usngolitik yang ada.
Semua pihak berkepentingan dengan keberadaan medsa guna mendapatkan
informasi tentang realitas politik yang dibutuhkasekaligus berkepentingan
untuk mengartikulasikan pandangan politiknya kepgabak lain.

Rakyat memiliki kedaulatan dalam persoalan-persopiilik sebagai hak
masyarakat itu sendiri, di antaranya adalah hakikutéhu dan hak terhadap
informasi publik. Untuk memenuhi hak publik dalaiddng informasi ini mutlak
diperlukan adanya media massa yang bebas, yang my&gmkan dan menjamin
terwujudnya hak publik tersebut. Oleh karena itdimenassa bertanggungjawab
terhadap masyarakat, bukan kepada pemerintah. Foragsimal media massa
diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salahpsaivujudan kedaulatan
rakyat, dan unsur penting dalam kehidupan bermaksgr berbangsa dan
bernegara yang demokratis. Kehidupan yang demskratilituntut
pertanggungjawaban terhadap rakyat, transparasteinsipenyenggaraan negara

dan mewujudkan keadilan dan kebenaran.



Peran media dalam demokrasi adalah menciptakanamsdsy yangvell-
informed mengenai lingkungan mereka sehingga dapat besipadi secara
rasional, dan kritis dalam suatu proses poliigesti pemilu. Di sisi lain media
mendorong proses transparansi dan akuntabilitasikpuiagi pemerintah,
penyelenggara kegiatan polittk dan peserta komntespoltik sehingga
meningkatkan sikap tanggugjawab terhadap kepemtingasyarakat luas, di
mana hal ini senantiasa dikontrol terus meneruslomgbemberitaan politik yang
dapat diikuti oleh masyarakat. Peran-peran mediamendorong partisipasi-
partisipasi sosial dan politik warga dalam masyatratu sendiri. Pemberitaan
politik dapat menjadi fungsional dalam menjamin og@s demokratisasi dan
partisipasi rakyat hanya jika media massa menHBapakebebasan untuk
melakukan tanggungjawab normatifnya yang terjadimlam suatu bentuk

moralitas atau etika.

Etika Islam sebagai Akhlak M edia Cetak Nasional

Sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia rnesy/@ilalah umat
Islam, maka suatu keniscayaan jika nilai-nilaigieis yang diyakini umat Islam di
Indonesia tertransformasi dalam bentuk sikap, garildan pandangan hidup
bangsa Indonesia. Islam dalam bentuk praktisnyegse organized religion
hanya dipeluk oleh umat Islam saja, tetapi sebaigi moralitas, ajaran Islam
telah menyelinap dan menyusup menjadi satu nilaakgsaan yang esensinya
menjadi praktek perilaku masyarakat, bahkan tradigsi budaya bangsa. Oleh
karea itu tidak akan menjadi masalah di masa depkannilai etika Islam
diajukan landasan etika kehidupan bersama.

Tentu tidak hanya nilai-nilai etika Islam sajagilai-nilai agama lainnya
pun dapat dipergunakan sebagai landasan perilakbatgsa dan bernegara.
Namun pada intinya adalah etika religius memiligingfikansi bagi kehidupan
bangsa Indonesia. Nilai-nilai agama tidak bisapditkan dari praktek etika, ia
hadir dan menjadi jiwa dari etika yang berkembanghdsyarakat, termasuk di
dalamnya adalah nilai-nilai ajaran Islam. Terlelalgi, dalam pandangan dan

keyakinan umat Islam, ajaran Islam tidak hanya ratmgpersoalan agama saja,



tetapi merupakan jalan hidupvdy of lif§, bahkan merupakan bentuk peradaban
yang lengkap domplete civilization Etila Islam mengejawantah dalam semua
praktek kehidupan masyarakat sehari-hari, termdaldm praktek media massa.

Tuntutan masyarakat terhadap media massa bukaméltan agar media
cetak nasional ini menjadi media Islam, melainkaagar media cetak ini
menjadikan nilai-nilai etika religius, nilai-nilaagama, dan nilai-nilai Islam
menjadi acuan perilaku media massa dalam melakpkarberitaan. Konsep-
konsep etika dalam Islam memiliki kesamaan semtandgengan nilai-nilai
jurnalisme yang berlaku umum, seperti kebenarajjlkan, keadilan, larangan
berdusta, larangan menfitnah, keharusan bersikggkshna dan sebagainya.
Konsep-konsep ini melandasi perilaku pemberitaditijpodi mana masyarakat
membutuhkan informasi-informasi yang akurat damgkap untuk membantu
pertimbangan pengambilan sikap, partisipasi daakiagn politiknya.

Etika Islam dalam pemberitaan politikk bukan berdeberpihakan
terhadap orang-orang Islam sebagai kelompok, aeaigslam maupun tentang
agama Islam, melainkan internalisasi nilai-niliigies islam ke dalam perilaku
aktor media (wartawan, editor, redaktur, dan pd&mfedia) dalam melakukan
proses pemberitaan politik bagi masyarakat. Ko#hegsep etika Islam dalam
pemberitaan seperti tanggungjawabdjal responsibility, keadilan inpartiality,
balancg, kebenaran tiuth, factuality), akurasi fabayyun konfirmas),
kebijaksanaan wisdon), amar ma’ruf nahi munkar(social contro) dan
sebagainya, menjadi acuan perilaku bagi media cetak

Media cetak yang menerapkan etika Islam tidakakmarus berubah
menjadi media Islam. Media cetak dalam praktekglisme sah saja memiliki
keterpihakan kepada khalayak atau golongan tert&sinagaimana dalam kajian
wacana kritis, media memang tidak mungkin melepastia dari pengaruh-
pengaruh baik dari dalam diri (intermedia) maupuari dluar dirinya
(ekstramedia). Oleh karena itu media cetak dapanihireuntuk memosisikan
dirinya sebagai media untuk khalayak yang pluraliatang monolitik. Namun
konsekuensinya adalah masyarakat pembaca yand pkaa memilih media

yang dinilainya menjamin ketersediaan informasigyakurat, jelas dan lengkap,



di mana hal itu diproses melalui tindakan-tindakgang etis. Semakin
meningkatnya pendidikan dan kecerdasan masyarpliditan terhadap sumber
informasi termasuk media pemberitaan politik akaenjadi semakin rasional.
Maka  profesionalisme dan etika pemberitaan mernjactutan utama oleh
masyarakat dibandingkan tuntutan bentuk keterpinakaedia terhadap agama
tertentu. Persoalan yang pokok bagi masyarakatnddanteks pemberitaan
politik bukanlah keberpihakan secara politis tedpadkelompok-kelompok
tertentu, melainkan keberpihakan terhadap nila@tnkebenaran, keadilan dan

upaya menuju kesejahteraan masyarakat.

Pemberitaan Politik Berbasis Hati Nurani

Kebutuhan masyarakat terhadap informasi-informasangy dapat
diandalkan menuntut praktek media massa yang sempkiofesional dan
bermoral. Kualitas pemberitaan di media cetak deerdi tangan para pelaku
media. Merekalah yang menentukan merah birunydiangang bersangkutan,
tentu saja tetap terbuka peluang adanya pengandepéh di luar mereka ke
dalam proses produksi berita. Namun kebutuhan malsy@ untuk dipenuhi hak-
hak sosialnya, yakni hak untuk tahu dan hak infeimanuntut praktek-praktek
jurnalisme yang bermoral. Persoalan etika merupgiiénan nilai-nilai moralitas
yang harus dilakukan oleh pelaku media dalamgmadapi realitas.

Kehidupan beragama di Indonesia yang cukup kuatnihké potensi
besar dalam pembinaan jiwa dan rasa kemanusiaangaRman keberagamaan
menjadi dasar bagus untuk membentuk kesadaraniueeliyang dapat
ditransformasikan dalam perilaku sosial. Ajaraara@) agama seperti
penghayatan bahwa Tuhan Maha Melihat semua perbumasausia, perbuatan
baik akan mendapatkan pahala, dan perbuatan buark mendapatkan balasan
keburukan, agama membawa rasa cinta dan damai rakanmbuhkan sikap
merasa diawasi, dorongan berbuat kebaikan, motifa ridan ikhlas, dan
sebagainya. Moralitas personal dibangun kesadasadaran semacam ini, yang
memunculkan kekuatan suara hati dan hati nuraeng&ahuan baik dan buruk

menjadi kesadaran yang terintegral antara tugasstugpjurnalistikan dengan



penghayatan terhadap nilai baik dan buruk. Pratektek jurnalisme dalam
pemberitaan politik menjadi aktualisasi dari sikpwa yang terbina oleh
kesadaran religius.

Hati nurani pelaku media massa menuntun pada sikaptingkah laku
yang terkontrol dari diri sendiri. Tanggungjawalemproses suatu pemberitaan
politik adalah kewajiban untuk kebaikan diri darasyarakat. Pertimbangan-
pertimbangan di luar dirinya seperti kepentingalitigatau ekonomi, tidak akan
melampaui pertimbangan etis yang muncul dari kesad@wa. Pemberitaan
politik merupakan bidang garapan media massa yalggppeka. Berbagai pihak
memiliki kepentigan terhadap pemberitaan ini, ut@ma untuk kepentingan
membangun opini publik yang akan menyokong kebemadaereka dalam
wacana kekuasaan. Godaan para pelaku media meajaglat besar, ketika
pihak-pihak ini mencoba untuk mempengaruhi mediasaa terutama pelakunya,
dengan iming-iming tertentu. Tuntutan-tuntutan naaglyat terhadap
profesionalisme media massa mendorong pelaku medliak meningkatkan
kualitas pemberitaannya. Sementara itu dorongamadeean religius menjaga
motif media massa untuk lurus dalam menjalankikareya.

Pada umumnya media massa yang besar memiliki stapdéaku sebagai
pengejawantahan nilai-nilai jurnalisme dan etikangyadianutnya. Etika
pemberitaan, termasuk pemberitaan politik, sudamesgénya menjadi kesadaran
personal para pelaku media yang dibangun melalugheeyatan atas nilai-nilai
yang berkembang di masyarakat, khususnya nilai-rdei ajaran agama.
Pengamalan dan penghayatan terhadap ajaran agamadmpenting untuk
membangun kesadaran etika religius, di mana kesadailah yang dapat
menjadi faktor utama terwujudnya sikap-sikap maexinasuk dalam aktivitas di
media massa.

Namun biasanya membangun kesadaran etika tersslentipakan
pekerjaan yang paling sulit, oleh karena itu dalamambentuk “jiwa” dan
mendidik kesadaran etika ini dapat dilakukan delevormatif berupa pemaksaan
perintah dan larangan. Level normatif ini dapatbbatuk kode etik, kode

perilaku, maupun hukum yang mengikat dan memaksa pelaku media untuk



menaati norma-norma etika dalam pemberitaan. D&lamteks Indonesia, pada
level hukum negara telah membuat undang-undang V#it no.40 tahun 1999
tentang Pers dan Dewan Pers sebagai bentuk nopolti§ bagi aktivitas media
massa. Selain itu, organisasi profesi juga padamnya menerapkan aturan
normatif perilaku dalam bentuk kode etik atau kpeelaku. Norma-norma ini

akan efektif dalam menjamin terwujudnya perilakuingarofesional dan moral
dari pelaku media manakala ada badan yang berwenahtgk melakukan

pengawasan pelaksanaan norma tersebut. Koran Jasvad&n (dulu) majalah
Pantau Jakarta memiliki lembaga Ombudsmen yang ameagy dan melakukan
penilaian terhadap kinerja dan kualitas pemberitasmtawannya, termasuk
memberi sanksi.

Meskipun negara memiliki kewenangan untuk menggterikehidupan
masyarakatnya, tetapi negara hendaknya tidak maakpengekangan terhadap
kebebasan media massa. Dalam masyarakat yang deimdieberadaan media
massa mutlak diperlukan sebagai media komunikasiidraksi antar warga,
mediator kepentingan dalam masyarakat dan funggrilalisi informasi yang
diperlukan masyarakat untuk mengambil keputusan sillkep politik. Aturan
yang dilakukan negara bukan untuk mengekang kebepaselainkan menjamin
media massa dapat menjalankan fungsinya melayasyarakat, memenuhi hak
tahu, hak informasi bagi masyarakat. Pemenuhan nhagyarakat oleh madia
massa hanya akan terwujud jika media massa memabla tanggungjawab sosial
dan memegang teguh etika.

Rosihan Anwar dalam buku biografinya menyatakan: Jika pers
mementingkan kebebasan dia akan kehilangan semiygnadengan masyarakat
ramai dan berdiri dalam isolasi, pengucilan, pabagter dia seorang Don Kisot.
Pada sisi ekstrim lain terdapat penyerahan hina-dikepada doktrin resmi
pemerintah yang berkuasa, dan di situ dia kemleskutil dari khalayak...”
(Sudibyo, 1999 : 64)

Dengan demikian segala aktivitas media pada inteyalah berorientasi
pada masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna fngdidnarus meningkatkan

daya kritisnya dalam melihat media massa. Mediasmasering dipandang



sebagai anjing penjaga bagi masyarakat, tetapi gagaliknya masyarakat perlu
mengawasi perilaku media agar tetap profesionalb@amoral, misalnya dengan
membentuk lembaganedia watchatau lembaga pengawas media. Masyarakat
yang melek bacaliferate society akan dapat melakukan seleksi, kritis dan
pembacaan informasi di media massa secara lebik $&a&hingga mampu

menerapkannya dalam penentuan sikap sosial daikpgédi secara bijaksana.

Wallahu ‘Alam bi ash-Shawab.



